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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KO/TA MADIUN

NoMoR : lOlHM.02.3 13s7712022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 6 / H M.02. 3-KpL I 357 7 / Y\PIJ -Kot I lll I 2O2 I

TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNOAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan aesuai

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
lndonesia Nomor : 561/HM.O3.S-
Kpt/06/Ktu/Vllll2O2l tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah

struktur Pembina. Ketua Pelaksana, serta staf
Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun:

b. bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu mealetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
tentang Ferubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Madiun Nomor : 6 /HM.02.3-
Kptl3577 IKPU-Kot/llll2O2l tentang Badan

Koordinasi Kehumasan di Iingkungan Komisi
Femilihan Umum Kota Madiun.

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2(X)8 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 6l,
Tambahan lcmbaran Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 48216);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 20@ tentang
Lsvanan Publik (Lcmbaran Negara Republik lndoneaia
Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran

Mengingat
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Negara Republik lndonesia Nomor 5O38);

Undang-undang Nomor I Tahun 20l5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pen8ganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 56561, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Fenetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentanS,

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan
lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan
L.'rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor l4O4);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I
Tahun 2Ol5 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informaei Publik di Ungkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2015
Nomor 456|;

Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Fendidikan Femilih,
dan Partisipa.si Masyarakat dalam Pemilihan
Cubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1249);

Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2O I 8 tentang Soeialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O l8 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
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Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum hovinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,/Kota (Berita
Nega.ra Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2O2O tentanB Peru bahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 202O Nomor 1763);

lO. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2O20 Nomor 1236);

I l. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

56 I / H M.O3.5- Kpt/ 06 / KPU I v lll / 2O2 t Tentang Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum lkbupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 6 /HM.02.3-
KVtl3577/KPU-KOTlilt/2021 TENTANG BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN DI LlNCKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.

Menetapkan Perubahan Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana

serta Pelaksana Badan Koordinasi Keh umasan di
Lingkunga.n Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang,

merupakan bagian tidak terpi sahkan dari Keputusan ini.
Pembina Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan
Komiei Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
Ketua Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris Komisi

KETICA
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Pemilihan Umum Kofa Madiun.
Ketua Pelaksana sebagaimana dalam Diktum KESATU
terdiri atas :

l. Kepala su bbagian Teknis Penyelenxgaraan Pemilu,
Partieipa.si dan Hubungan Maayarakat pada Sekretariat
KPU Kota Madiun;

2. Kepala subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Pelaksana seba8ai64na dalam Diktum KESATU terdiri
atas :

l. Staf pada subbagian Teknis Fen_velenggaraan Femilu.
Partisipasi dan Hubungan Masl'arakat pada Sekretariat
KPU Kota Madiun;

2. Staf pa.da eubbagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia pa.da Sekretariat Komisi Femilihan Umum
Kota Madiun.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun *etragaimana dimaksud Diktum KESATU

bertugas :

L melakukan koordinasi dengan Badan Kmrdinasi
Hubungan Masvarakat Komiai Pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jar+a Timur mengenai
penyebaran informasi serta sosialisasi program dan
kegratan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
jajaran instensi /lembagp dibawahnya. serta
pemangku kepctingan terkait di tingkat Kota Madiun;

3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasani
4. menghimpun. mengglola. dan menyalurkan

data/ informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat
dan akurat kepada publik;

5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan; dan

6. Meny'ampaikan laporan kegiatan 3 {tiSa} bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Madiun dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk
kemeudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan
Umum.



KtsTUJUH

Salinan sesuai dengzrn aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADITJN

Bagian Hukum dan SDM

-5-

Keputusan ini mulai berlaku pada tangpl ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 4l Maretz}2z

KETUA
KOMISI PEMTLIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

S. WISNU WARDHANA
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Lampiran Xcputusan KPU Kota Mediun
Nomor: 4HM.O?.3l3S77l2O22
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PEMBINA

KETUA KPU KOTA MADIUN
S. WISNU WARDHANA

ANGGOTA KPU XOTA MADIUN
ROKHANI HIDAYAT

PITA ANJASARI

IZZA KUSTIARTI

HERDI WIJANARTO

KETUA

SEXRETARIS KPU XOTA MADIUN

TITUS $PTADI

KETUA PEIAKSANAXETUA PEIAXSANA

(AsU8BAG I{UXUM & SOM

NUR HANSAH

(ASUBBAG Tt(NE PtMlLU e HUPi/iAS

DWI ARIFIANTO

PELAKSANA PEI.AXSANAPEI.AKSANA PEI.AKSANA

5U8 BAGIAN ItXNIS PTiiIITU & HUPMAS

PRITA LIANA

SU8 SAGIAN HUXUM & SDM

BOBY KURNIAWAN

5U8 BAGAN TEI IS PTMII,U & HUPMAS

SUPARMII{

3U8 BAGIAN HU(UM & SOM
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